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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Disparitas Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana
Perkosaan Anak (Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Jap dan Putusan
Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN. Pbu)”. Perkosaan adalah suatu tindakan kriminal
berwatak scksual yang terjadi ketika scorang manusia (atau lebih) memaksa manusia
lain untuk melakukan hubungan scksual dalam bentuk penctrasi vagina atau anus
dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu
secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Banyaknya kasus tindak
pidana perkosaan pada anak sangat meresahkan orang tua ataupun masyarakat karena
dapat berdampak buruk bagi masa depan anak korban dan dapat menimbulkan masalah
psikologis perkembangan anak korban. Disparitas pidana adalah penerapan pidana
yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Hakim sebagai pejabat peradilan
negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang
dihadapkan kepadanya. Peraturan perundang-undangan pidana yang selama ini dibuat
tidak memberikan pedoman pemberian pidana secara tegas yang menjadi dasar bagi
hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Undang-undang yang ada hanya
dijadikan sebagai pedoman pemberian hukuman minimal dan maksimalnya saja. Hal
inilah yang sering menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana yang dilakukan
oleh hakim. Memiliki rumusan masalah apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan anak dan apa yang menjadi faktor
penyebab terjadinya disparitas penjatuhan pidana.

Kata kunci : Perkosaan Anak, Disparitas Pidana, Putusan Hakim.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum
sehingga keberadaan hukum menjadi unsur penting kehidupan
bermasyarakat. Dimana kedudukan hukum setiap negaranya dijamin
sehingga bisa tercapai sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan
antara kepentingan perorangan maupun kelompok (masyarakat).!

Pencapaian cita-cita bangsa bukanlah merupakan suatu hal yang
mudah. Kenyataan menunjukan bahwa di dalam masyarakat banyak terjadi
tindakan melawan hukum atau kejahatan. Kejahatan adalah suatu
perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang
yang dapat merugikan orang lain yaitu berupa hilangnya keseimbangan,
ketentraman dan ketertiban.? Kejahatan merupakan masalah abadi dalam
kehidupan manusia yang dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Seiring
dengan perkembangan jaman yang semakin maju maka semakin

meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan.

1 Alfina Fajrin, Indonesia Sebagai Negara Hukum, diakses dari
https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941¢202012739722/indonesia-sebagai-
negara-hukum?page=all, Pada tanggal 22 September 2020 pukul 12:08 WIB

2 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal
Demi Pasal, Bogor : Politea, 1985, him. 1.



https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum?page=all
https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum?page=all

Bentuk kejahatan dalam hukum pidana sebagai tindak pidana merupakan
suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan disertai
dengan adanya sanksi pidana untuk yang melanggarnya. Salah satu masalah
yang harus mendapat perhatian khusus di Indonesia adalah tindak pidana
perkosaan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan
yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan.? Tindak pidana
perkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi
ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan
seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan
kekerasan. Tindak pidana perkosaan sangat mencemaskan telebih korbannya
adalah anak yang merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan
bangsa di masa depan.

Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya
insani dan membangun manusia Indonesia sutuhnya, menuju masyarakat yang
adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945.* Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha

3 Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari https://kbbi.web.id/pemerkosaan, Pada
tanggal 19 Januari 2021 pukul 10:59 WIB

4 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta,
2011, him. 1.



https://kbbi.web.id/pemerkosaan

Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia
seutuhnya.®

Setiap anak mempunyai harakat dan martabat yang patut dijunjung tinggi
dan setiap anak harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.®
Anak sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai dengan
dilahirkan, mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat
perlindungan, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.’”

Hak anak atas hidup dan merdeka merupakan hak dan kebebasan dasar
yang tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan
diperluas.t Anak sebagai korban kejahatan harus mendapatkan perlindungan
hukum. Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “Setiap
anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau
penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”.

Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan
dengan kekerasan seksual terhadap anak terdapat dalam Pasal 1 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. Tindak pidana

pemerkosaan sangat mencemaskan terlebih apabila anak-anak di bawah umur

> Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2009, him.1.

6 Ibid, him. 1

7 Abdussalam, “Hukum Perlindungan Anak” , Penerbit PTIK, Jakarta, 2007, him 1.

8 Susyalina Pratiwi, “Penyuluhan Tentang Hukum Perlindungan Anak”, Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia, diakses dari https://journal.uii.ac.id/ajie/article/view/7814/6794.
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yang menjadi korban, sebab hal ini mempengaruhi psikologis perkembangan
anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya.® Ironisnya para pelaku dari
tindak pidana perkosaan seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh
korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga dan yang
paling memprihatinkan adalah seorang ayah yang tega memperkosa anak
kandungnya sendiri (incest).

Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang untuk
menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya.
Pada hakikatnya tugas hakim untuk mengadili mengandung dua pengertian,
yakni menegakkan keadilan dan menegakan hukum. Peraturan perundang-
undangan pidana yang selama ini dibuat tidak memberikan pedoman
pemberian pidana secara tegas yang menjadi dasar bagi hakim dalam
menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Undang-undang yang ada hanya
dijadikan sebagai pedoman pemberian hukuman minimal dan maksimalnya
saja. Hal inilah yang sering menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana
yang dilakukan oleh hakim.

Disparitas pidana (disparity of sentencing) adalah penerapan pidana yang

tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap

9 Zuleha, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan dalam Prespektif
Viktimologi”, Fakultas Hukum Universitas Samudra, diakses dari
https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/113/80.

10 Sudikno Mertokusumo, Hati Nurani Hakim dan Putusannya, Bandung : Citra Aditya
Bakti, 2007, him. 78.
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tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan
(offences of comparable seriousnees) tanpa dasar pembenaran yang jelas.'
Disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang
melakukan suatu delik secara bersama.

Ada beberapa kasus mengenai tindak pidana perkosaan pada anak, dalam
Putusan Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Jap, dengan duduk perkara
singkatnya, adalah® :

Bahwa terdakwa Jamhary yang merupakan tete yang dalam bahasa Papua
berarti Kakek, berawal pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar
pukul 10.00 WIT dengan sengaja menyuruh anak korban mengikuti terdakwa
ke lantai 2 rumah tersebut dengan iming-iming akan memberikan permen
apabila anak korban mengikuti terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh anak
korban untuk berbaring diatas kasur dan memasukkan penisnya ke dalam
vagina anak korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum,
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1.  Menyatakan terdakwa JAMHARY bersalah melakukan tindak pidana

“persetubuhan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana

11 Ade Kurniawan Muharram, Disparitas dalam Penjatuhan Pidana, Fakultas Hukum
Universitas Lampung.

12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Amar Putusan Hakim
Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor Register Perkara : 119/Pid.Sus/2019/PN. Jap, diakses dari
https://putusan3.mahkamahagung.go.id
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dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Atas perkara tersebut, Pengadilan Tinggi Jayapura memutuskan amar
putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JAMHARY terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00
(seratus juta rupiah).

Selanjutnya Putusan Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Pbu, dengan
duduk perkara singkatnya sebagai berikut® :

Bahwa terdakwa atas nama Rusdianto alias Kacong bin Muhammad Sahi
yang merupakan ayah kandung anak korban, berawal pada tahun 2011 saat
anak korban sedang tidur terdakwa langsung membuka secara paksa celana
dan celana dalam anak korban kemudian memasukan penisnya kedalam

vagina anak korban. Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 terdakwa sedang

13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Amar Putusan Hakim
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Nomor Register Perkara : 165/Pid.Sus/2019/PN. PIk, diakses dari
https://putusan3.mahkamahagung.go.id
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mengantar anak korban menuju Bandara Pangkalan Bun kemudian ditengah

perjalanan terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarai terdakwa

kemudian memaksa membuka celana dan celana dalam kemudian
memasukkan penis terdakwa kedalam vagina anak korban.

Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 anak korban sedang berjalan menuju
kamar kemudian terdakwa menghampiri anak korban dan langsung memeluk
dari belakang sehingga anak korban tidak bisa bergerak dan melakukan
perlawanan selanjutnya terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam
anak korban dan memasukkan penis terdakwa kedalam vagina anak korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum,
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSDIANTO alias KACONG bin
MUHAMMAD SAHI bersalah melakukan tindak pidana “persetubuhan
terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81
ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 285 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.

Atas pekara tersebut, Pengadilan Tinggi Palangka Raya memutuskan

amar putusan sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa RUSDIANTO alias KACONG bin
MUHAMMAD SAHI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah;

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan
denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Berdasar permasalahan diatas, maka penulis tertarik mengangkat skripsi
dengan judul “DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA PADA PELAKU
TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR
119/P1D.SUS/2019/PN. JAP DAN PUTUSAN NOMOR

165/PID.SUS/2019/PN. PBU)”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan diatas maka
dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut :

1.  Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku
tindak pidana perkosaan anak?

2. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas penjatuhan
pidana pada pelaku tindak pidana perkosaan anak pada Putusan Nomor
119/Pid.Sus/2019/PN. Jap dan Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.
Pbu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :



1. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusan terhadap suatu tindak pidana.

2. Mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya disparitas
penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana perkosaan anak pada
Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Jap dan Putusan Nomor

165/Pid.Sus/2019/PN. Pbu).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penelitian
ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis
a. Manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi pengembangan
ilmu bagi penulis dan penulis lain dalam hal mengetahui faktor
penyebab terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada pelaku tindak

pidana perkosaan anak.

b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah literatur dan bahan-bahan
informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-

penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan

serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah



E.

yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya, serta dapat membantu
pihak-pihak yang berminat dalam bidang hukum pidana.
Kerangka Teoritik
Sebuah penelitian membutuhkan kerangka teori sebagai suatu dasar atau
konsep dalam penelitian, teori yang dibahas digunakan penulis sebagai acuan
menjelaskan permasalahan yang diangkat melalui berbagai macam teori-teori
dari berbagai sudut pandang sehingga penulis dapat memecahkan
permasalahan diatas, teori-teori tersebut adalah :
1. Teori Pertimbangan Hakim
Menurut Lilik Mulyadi mengatakan bahwa putusan hakim adalah
putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan
perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan
prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan
atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam
bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.
Putusan hakim yang dijatuhkan juga harus dilandasi dengan landasan
hukum yang terdiri dari Landasan Filosofis, yakni cita hukum yang
menjadi landasan negara berdasarkan hukum, Landasan Sosiologis, yakni

latar belakang sejarah dan pluralitas masyarakat bangsa Indonesia serta

14 Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakimi, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010,

him. 131.



Landasan Yuridis, yakni memeriksa dan memutus suatu perkara, sesuai

dengan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia.

2. Teori Pemidanaan
Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga

tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana: pada umunya

diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai
penghukuman. Teori pemidanaan dapat digolongkan dalam 3 (tiga)
golongan pokok yaitu :

a. Teori Pembalasan atau teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari
dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan
penderitaan bagi orang lain maka pelaku kejahatan pembalasannya
adalah harus diberikan penderitaan juga.'® Pencetus teori ini adalah
Imanuel Kant yang mengatakan “fiat justitia ruat coelum” yang
diartikan walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir
tetap harus menjalankan pidananya.

b. Teori Tujuan adalah pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan
maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki
ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut.
Teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan

dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Mengenai tujuan-tujuan

105.

15 |_aden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, him.



itu terdapat 3 (tiga) teori yaitu untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan
untuk melindungi.

c. Teori Gabungan ialah lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan
teori relatif yang belum memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini
didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban
masyarakat secara terpadu.’¢ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada
dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi
masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu teori
gabungan yang mengutamakan pembalasan tetapi pembalasan itu tidak
boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan teori gabungan yang
mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan
atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang

dilakukan terpidana.

F. Ruang Lingkup
Berdasarkan judul pada penulisan skripsi ini sebagaimana tersebut diatas,
maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang dibahas yaitu hal
apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas penjatuhan pidana
pada pelaku tindak pidana perkosaan anak pada Putusan Nomor

119/Pid.Sus/2019/PN. Jap yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura dan

16 Niniek Suparni, S.H, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan,
Jakarta : Sinar Grafika, 2007, him. 19.



Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN. Pbu yang diputus oleh Pengadilan
Negeri Pangkalan Bun. Pada pembahasan dalam penelitian ini juga akan
membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

terhadap suatu tindak pidana.

G. Metode Penelitian

Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor
penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa prosedur atau
langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien dan pada umumnya sudah
mempola untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam
rangka menjawab masalah yang diteliti secara benar.” Adapun metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum
mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek teori, sejarah, filosofi,
perbandingan, struktur, komposisi, lingkup dan materi, konsistensi,

penjelasan umum, dan pasal demi pasal.®® Penelitian hukum normatif

45.

17 Soerjono dan Abdurahman, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineke Cipta, 2003 him.

18 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,

2006, him. 129.



merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau data sekunder.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah
suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip
hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang
dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan
sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum
dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan
berprilaku manusia yang dianggap pantas.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan
baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri sendiri maupun secara kolektif
sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas.? Pendekatan tersebut
antara lain :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

19 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan

Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, him. 13.

20 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada, 2010, him. 35.
21 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Raja

Grafindo Persada, 2006, him. 118.

96.

22 Bahder Johan nasution, Metode Penelitian Hukum, Bandung : Mandar Maju, 2008, him.



Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dilakukan untuk
menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan
dengan isu hukum yang ditangani.

Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan Kasus (Case Approach) mempelajari bagaimana
penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik
hukum untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi
penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum serta
menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi
hukum.?*

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) beranjak dari
pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu
hukum. Dengam mempelajari padangan-pandangan dan doktrin-
doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang
melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan

asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.>

93.

Jakarta :

23 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Media Group, 2011, him.

24 Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris,
Prenadamedia Group, 2018, him. 17.
5 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, him. 135.



3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan
hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan
(library research) dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip
peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, jurnal kamus, dan
literatur lain yang relevan dengan permsalahan yang akan dibahas.

Sesuai dengan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian
ini, maka kajian dilakukan terhadap norma-norma dan asas-asas yang
terdapat dalam data sekunder dalam bahan hukum primer, sekunder,
maupun tersier.?* Data sekunder yang dipakai terdiri dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri
dari norma hukum atau kaidah dasar. Bahan hukum primer yang
digunakan pada penelitian ini adalah :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak.

26 Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Grafindo Persada, 1997, him. 88.



4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak.

5) Putusan Hakim Pengadilan  Negeri Jayapura Nomor
119/Pid.Sus/2019/PN. Jap.

6) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor
165/Pid.Sus/2019/PN. Pbu.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menambah
penjelasan dari Bahan Hukum Primer yang diperoleh dari studi
kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan
permasalahan penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan judul dan
permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini, hasil
penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan
skripsi ini, jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan
skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun pernjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat

kabar, internet, kamus hukum, dan kamus besar bahasa indonesia.



Sumber bahan hukum sekunder hendaklah mempunyai keterkaitan

dengan hal yang akan diteliti.?”
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi
kepustakaan (Library Research) yang penulis lakukan dengan cara mencari
dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan cara mempelajari dan
mengutip bahan-bahan teoritis dengan cara mempelajari dan mengutip
bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian. Dengan
menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier.
5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dilakukan secara sistematis, kualitatif, komperhensif, dan
lengkap. Analisis secara sistematis dalam penelitian ini menjelaskan sesuai
dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban dari penelitian ini.
Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara
menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang
disusun dengan pokok bahasan, kemudian dilakukan bahasan dan analisis
kesimpulannya sebagai jawaban atas pokok bahasan yang dikemukankan

dalam penelitian.2? Metode ini bertujuan untuk mengembangkan konsep

27 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta : Prenadademia Group,
2016, him. 153-154.

2 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti,
2004, him. 127.



sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang
berkaitan dengan penelurusan teori dari bawah (grounded theory) dan
mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang
dihadapi.
6. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dari penulisan ini ditarik dari ketentuan-ketentuan yang
dianalisis dengan penalaran deduktif yang cara berfikirnya berangkat dari
pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi
kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dapat mencapai tujuan yang
diinginkan.® Penalaran deduktif ini juga berarti dari pengertian umum yang
sebenarnya sudah diketahui dan beakhir pada suatu kesimpulan yang

bersifat khusus.

29 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 2014, him. 18.
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